BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14°-101°34° Bujur timur dan 0° 25’ — 0°
45’ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 (7
September 1987) daerah Kota Pekanbaru di perluas dari 62,96 km? menjadi
446,50 km?, terdiri dari 12 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil
pengukuran atau pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat
| Riau, maka ditetapkan luas kota Pekanbaru adalah 632,26 Km?.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini
merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di bagian timur pulau Sumatera,
dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisaasi
yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para
pedagang Minangkabau di tepi sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi Kota
Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah
Dewan Menteri dari Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir,
Limapuluh, Tanah Datar dan Kampar). Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan
berkembangnya industri terutama berkaitan dengan minyak bumi, serta
pelaksanaan otonomi daerah.

Secara umum Kkota pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut :

1. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
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3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat . Kabupaten Kampar

4.2 Profil Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
berlokasi di Jalan Datuk Setiamaharaja No 3 Kec. Bukit Raya Nomor Telp
0761-7873955 Email: dinasppck.kotapekanbaru@gmail.com Kode Pos 28281

Kota Pekanbaru.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru,
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu

Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaruberdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru
nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah
yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan

Permukiman.



36

4.3 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

mempunyai visi dan misi yaitu:

1. Visi
Terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan
permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang
mandiri dan sejahtera.
2. Misi
a. Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal
dan eksternal.
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya
di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
c. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat
melalui pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan.
d. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di
dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
e. Meningkatkan Kketersediaan dan layanan rumah layak huni yang
terjangkau.
f. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung sarana

dan prasana dan utilitas umum.
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Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pekanbaru

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
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45 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 95 Tahun 2016
Tanggal : 30 September 2016
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UPT

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
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b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan dan perumusan Kkebijakan teknis dibidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang perumahan dan kawasan permukiman.

3. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan
permukiman.

4. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal bidang perumahan dan permukiman.

5. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan
kewenangannya.

6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai  tugas  merencanakan, = menyusun,
merumuskan dan melaksanakan program Kkerja kesekretariatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana Kkerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
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Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan
serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Penyelenggaraan kegiatan ~ administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan
serta penyusunan program.
Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan
rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggugjawaban.
Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan,
ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya,
kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan

1.

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas
Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi :

a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum,

rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan

bantuan rumah swadaya.
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Perencanaan dan pelaksanaan program Kkerja berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanyang
berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah
umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan
bantuan rumah swadaya.
Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi
yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah
umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan
bantuan rumah swadaya.
Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah
khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan
rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik
bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan
fasilitas yang ada.
Pemberian  pertimbangan  teknis terhadap  pelaksanaan
pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah
khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan
rumah swadaya.
Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program

pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum,
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rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan
rumah swadaya.

Pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang
meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang
perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan
rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan
siap bangun dan lingkungan siap bangun  dengan
memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang
mendukung pengembangan perumahan.

Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah
umum, rumah Kkhusus, rumah negara dan rumah komersil dan
bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas
perumahan.

Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan
program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan,
rumah umum, rumah Kkhusus, rumah negara dan rumah
komersil dan bantuan rumah swadaya.

Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan
pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus,
rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan
rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana

APBN, APBD ataupun swasta.
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I. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran,
pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses
pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang
dan tugasnya menurut Kkebijakan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus,
rumah negara dan rumah komersil.

n. Penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan
hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan
perumahan.

0. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman
1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan
kawasan permukiman.
2. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
menyelenggarakan fungsi :

a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program Kkerja
Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.
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Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program
kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan
tugasnya.
Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan
kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan,
pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan
bidang kawasan permukiman.
Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya
permukiman kumuh diwilayah kota.
Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh
perkotaan.
Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis
kegiatan kawasan permukiman.
Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran,
pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan
permukiman.
Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program
pengendalian kawasan permukiman.
Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran,

pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses
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pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang
dan tugasnya menurut Kkebijakan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang permukiman.

m. Pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

n. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

0. Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai
tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam
melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSV).

2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU
Perumahan dan  Kawasan Permukiman vyang terdiri dari
pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi

lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU
perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari
pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi
lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

c. Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan
dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan,
drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air
bersih skala lingkungan.

d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria PSU
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari
pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi
lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan
kawasan permukiman Yyang terdiri dari pemakaman, jalan
lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH
lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

f.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari
pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi
lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

2. UPT dibedakan dalam 2 (dua) Kklasifikasi, yakni :

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

3. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
dikonsultasikan  secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.



